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Makalah ini akan membabas tentang plunya penyesuaian d a b  
kebijaksanaan pengusahaan hutan, khususnya yang rnenyanght pungutan 
Pernerintah dari pgusahaan HPH, yang selain berkaitan dengan kepartingan 
pm&atan penwimaan Pemaiatah atas sejumlah haknya sebagai pemilik 
sumberdaya hutan, juga berkaitan d q a n  kepentrngan pmgbtan  efisiensi 
pemanfaatan sumberdaya hutan dan bahan menrt2lh kayu, pelestarian sumberdsya 
hutan dan pemeliharaan hgkuqp hidup di Indonesia. 

Pada awal makalah ini akan dikemaddm pe-f sejarah pengusahaau 
hutan CII Iradonesian, agar dapat dipahmu secara jdas konteks pergerakan diaamik 
dari pengeloh dm pemanElatan hutan di Indonesia yang merupakan bagian dari 
proses pembangunan secara keseluruhan. Dalam perkembaugan earah tersebut dari 
waktu ke waktu telah tejadi pergeseran kepentingan-kepentiagaa (setelah 
kepentingan-keptingan sebelumnya tercapai), khususnya akhir-akhir ini yang 
menyanght kelanjutan p e m w  itu sendiri yang berkaitan erat dengan 
kelcstarian sumberdaya hutan dan llngkuogan yang menopangnya. 

Berikutnya di3Eemukalcan evaluasi dampak kebijaksanaan ekonomi kehutanan 
selama ini, khususnya terhadap kondisi perimaan Pemerintah, kondisi sumbedaya 
hutan dart pembangunan pada umunmya. 

Selanjutnya akan dikemuMan bagamam kedudukan economic rent &lam 
pengusahaan hutan, baik sebagai m b e r  p e n e r i k  pemerintah bagi 
pembangmm, maupun sebagai instrumm ekonomi yang sangat baik untuk 
mendorong peningkatan &sitmi pemarrfaatan sumberdaya hutan dan b h  rnentah 
kayu dan pelktarian sumberdaya hutan, sekaligus mmjamin keptingan pelestarian 
lmgkungan hictupnya. Di bagian ini dikemukakan hasil-hasil penelaahan economlc 
rent pengusahaan hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak, yang menunjukkan 
bagamam mash rendahnya @an economic rent yang secara resmi terarnbil oleh 
Pemerintah atas nama rakyat sebagai pemilrk dan pengendali pemanhtan 
sumberdaya hutan di Indonesia. 

Di bagian akhir d k m h k a n  beberapa ha1 yang hams diperhatrkan dalam 
implementasi penyesuaian kebijaksanaan pungutan-pungutan di bidang pengusahaan 
hutan, agar tujuan-tujuan dari penyesuaian kebijaksanaan tersebut dapat t e r v i  
dengan baik dan lancar. 
























